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TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Landasan Teori
2.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan bahwa kinerja adalah keluaran/ hasil
dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Halim dan Kusufi
(2014:122) mengatakan bahwa untuk menjamin bahwa program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan
organisasi, maka perlu dilakukan sistem pengendalian manajemen. Pada dasarnya
tipe pengendalian manajemen dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: pengendalian
prefentif, pengendalian oprasional, dan pengendalian Kkinerja. Pengendalian
kinerja berupa evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Untuk
menyusun tolok ukur Kinerja yang sesuai diperlukan sistem pengukuran Kinerja.
Halim dan kusufi (2014:125) mendefinisiskan pengukuran kinerja merupakan alat
bagi manajemen untuk menilai keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor
publik, keberhasilan organisasi dinilai dari kemampuan organisasi dalam
menyediakan pelayanan publik yang murah dan berkualitas.

Rai (2008:17) mengungkapkan bahwa ada suatu ungkapan yang
menggambarkan pentingnya pengukuran kinerja, dihubungkan dengan perbaikan
mutu manajemen, yaitu:

“Jika sesuatu tidak dapat di kuantifikasi, maka sulit diukur

Jika sesuatu tidak dapat diukur, maka tidak dapat dievaluasi

Jika sesuatu tidak dapat dievluasi, maka tidak dapat di perbaiki
Jika sesuatu tidak dapat diperbaiki, maka tidak akan ada kemajuan
Jika tidak ada kemajuan, maka untuk apa ada manajemen?

Ungkapan diatas menunjukan bahwa untuk mencapai kemajuan organisasi

perlu dilakukan perbaikan kinerja. Untuk memperbaiki kinerja perlu dilakukan
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evaluasi. Cara untuk melakukan evaluasi adalah dengan pengukuran kinerja. Agar
dapat diukur maka kinerja harus dapat dikuantifikasi (Rai, 2008:17).

Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu
organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai
tingkat besarnya terjadi penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang
diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya
perbaikan dan peningkatan kinerja. Alasan yang mendasari pentingnya
pengukuran kinerja sektor publik terkait dengan tanggung jawab atas penggunaan
dana dan sumber daya dalam hal kesesuaiannya dengan prosedur, efisiensi, dan
ketercapaian tujuan (Rai, 2008:17).

Rai (2008:17) berpendapat bahwa pengukuran kinerja pada sektor publik
memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

a. Menciptakan akuntabilitas publik
Dengan melakukan pengukuran kinerja, akan diketahui apakah sumber
daya digunakan secara ekonomis, efisien, sesuai dengan peraturan, dan dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
b. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
Pengukuran kinerja sangat penting untuk melihat apakah suatu organisasi
berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau menyimpang dari tujuan yang
ditetapkan.
c. Memperbaiki kinerja priode-periode berikutnya
Pengukuran kinerja akan sangat membantu pencapaian tujuan organisasi
dalam jangka panjang serta membentuk upaya pencapaian budaya kerja yang
lebih baik di masa mendatang
d. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
Dengan adanya pengukuran atas kinerja pegawai, dapat diketahui apakah
mereka telah bekerja dengan baik atau sebaliknya. Pengukuran kinerja dapat
menjadi media pembelajaran bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja di
masa mendatang dengan melihat cerminan kinerja di masa lalu dan evaluasi

kinerja di masa sekarang.
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e. Memotivasi pegawai
Pengukuran Kkinerja dapat dijadikan alat untuk memotivasi pegawai dengan
memberikan imbalan kepada pegawai yang memiliki kinerja yang baik.
Menurut Mardiasmo dalam Halim dan Kusufi (2014:124), manfaat
disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan adalah:
a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai
kinerja manajemen
b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian Kkinerja  dan
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif
untuk memperbaiki kinerja
d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and
punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai
dengan sistem pengukuran Kinerja yang telah disepakati.
e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi
f.  Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif
Pengukuran kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan
menggunakan indikator kinerja. Konsep pengukuran Kkinerja pemerintah dimulai
dari pengukuran terhadap tingkat kehematan (ekonomi) dan tingkat kepatuhan
terhadap peraturan yang berlaku dalam kegiatan pemerolehan (procurement)
input, dilanjutkan dengan pengukuran tingkat efisiensi dalam proses pengolahan
input menjadi output dan diakhiri dengan pengukuran tingkat efektivitas output
terhadap program/kegiatan yang sudah ditetapkan (outcome). (Rai, 2008:19).
Pengukuran kinerja organisasi publik selain dapat dilihat dari aspek kinerja
non-keuangan namun juga dapat dilihat melalui aspek keuangan. Gambaran
kinerja keuangan dapat diketahui dengan melakukan analisis laporan keuangan
pemerintah daerah. analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk

menginterpretasikan angka-angka pada laporan keuangan dalam rangka menilai
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kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2016:89). Salah
satu yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah
adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) berupa rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah,
desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektifitas PAD, efisiensi dan efektifitas pajak
daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio kemampuan mengembalikan pinjaman
(Debt Service Coverage Ratio), dan rasio utang terhadap belanja (Mahmudi,
2016:135). Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Heriningsih dan Marita,
2013:4).

membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengam

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara

jumlah pendapatan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman

daerah. semakin tinggi angka rasio ini menunjukan pemerintah daerah semakin

tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Berikut perhitungan rumus rasio
kemandirian (Halim,2001 dalam Dwirandra, 2008:7):
: . Pendapatan Asli D h
Rasio Kemandirian = nprAm AT et x 100%

bantuan Pusat/Provinsi+Pinjaman

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan
kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada
Tabel 2.1 (Halim (2001) dalam Dwirandra (2008:7)).

Tabel 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah Kemandirian Pola Hubungan
(%)

Rendah Sekali 0-5 Instruktif
Rendah 25-50 Konsultatif
Sedang 50-75 Partisipatif
Tinggi 75-100 Delegatif

Sumber : Halim (2001) dalam Dwirandra (2008:7)




16

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard mengemukakan mengenai hubungan

antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama

pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut (Halim,2001 dalam Dwirandra, 2008:7).

1.

Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan
daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan
otonomi daerah secara finansial).

Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai
berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah
dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat
semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom
bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran
pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.

Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak
ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam
melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan
keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah

daerah.

2.1.2 Opini Audit

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan Negara

“Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan Negara”.

Pemeriksaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dilakukan oleh

Badan Pemerika Keuangan tau yang disebut BPK. Pasal 1 ayat (2) UU No. 15

Tahun 2004 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya
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disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 15 Tahun 2004 mengungkapkan dalam pasal 16 ayat (1) bahwa
laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. UU
tersebut dalam pasal 1 ayat (11) mendefinisikan Opini audit adalah pernyataan
profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan. Penjelasan UU No. 15 Tahun 2004 dalam
pasal 16 ayat 1 :

“Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang
didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
(i) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv)
efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang
dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian
(unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified
opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan
menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)”.

2.1.3 Ukuran Legislatif

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan
yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.
Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya.
Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak
diluar eksekutif (yaitu masyarakat atau DPR/DPRD) untuk turut mengawasi
kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan
oleh  eksekutif (pemerintah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan
kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai. Pemeriksaan atau audit
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan
memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja
pemerintah telah sesuai degan standar kinerja yang ditetapkan (Mardiasmo,
2009:190).

Pada tataran teknis aplikatif juga berbeda pengawasan oleh DPR/DPRD
dilakukan pada tahap awal. Pengendalian dilakukan terutama pada tahap
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menengah (oprasionalisasi anggaran), vyaitu level pengendalian manajemen
(management control) dan pengendalian tugas (task control), sedangkan
pemeriksaan dilakukan pada tahap akhir. Objek yang diperiksa berupa kinerja
anggaran (anggaran policy), dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang
terdiri atas laporan keuangan dan nota perhitungan APBN/APBD, Neraca, dan
laporan aliran kas (Mardiasmo, 2009:190).

Mardiasmo (2009:191) mengungkapkan bahwa perubahan pola
pengawasan yang mendasar adalah dengan diberinya keleluasaan kepada
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya
sendiri, maka diperlukan peningkatkan peran DPRD dan masyarakat luas dalam
pengawasan penyelenggaraan pemerintah, karena nantinya Kepala Daerah
bertanggung jawab kepada DPRD dan masyarakat. Agar tidak terjadi
penyimpangan dan penyelewengan yang disebabkan oleh penyalahgunaan
wewenang oleh eksekutif (abuse of power), maka pemberian wewenang tersebut
harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi
pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPR/DPRD sebagai
kekuatan penyeimbang (balance of power) bagi eksekutif, dan partisipasi
masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi
social kemasyarakatan sebagai bentuk social control. Penguatan fungsi
pengendalian dilakukan melalui pembuatan sistem pengendalian intern yang
memadai dan pemberdayaan auditor internal pemerintah (Mardiasmo, 2009:190).

Pengawasan oleh DPR/DPRD dan masyarakat tersebut harus sudah
dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan
pelaporan saja. Apabila DPR/DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka sangat
mungkin pada saat pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Akan
tetapi, harus dipahami bahwa pengawasan DPR/DPRD terhadap eksekutif adalah
pengawasan terhadap kebijakan (policy) yang digariskan, bukan pemeriksaan
(Mardiasmo, 2009:190).

Lembaga legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang memiliki posisi
dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari

keuangan daerah maka menunjukkan Kkinerja pemerintan daerah tersebut.
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Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan
terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan
kinerja pemerintah daerah. Semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan
dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui adanya pengawasan
(Noviyanti dan Kiswanto, 2016:4).

Anggota DPRD memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 154
yaitu,:

“a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota; b.
membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD
kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota; c. melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota; d.
memilih  bupati/wali  kota; e. mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian. f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian
international di Daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah  Daerah
kabupaten/kota; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban
bupati/wali  kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota; i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat
dan Daerah; j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2.1.4 Tingkat Ketergantungan (Intergovermental Revenue)

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari
penerimaan Dana Alokasi Umum. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal
1 ayat (21) :

“Dana Alokasi Umum, (DAU) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.”.

Penjelasan atas UU No.33 tahun 2004, mengungkapkan bahwa,

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah
yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan
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antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan
kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar
kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu Daerah, yang merupakan selisih
antara kebutuhan Daerah (fiscal need) dan potensi Daerah (fiscal
capacity). Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kembali mengenai
formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU.

Menurut Halim (2016: 127), dana alokasi umum adalah transfer dana yang
bersifat “Block Grant”, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di
dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing — masing
daerah. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, paling kurang dua puluh enam
persen (26%) dari penerimaan bersih dalam negeri pemerintah dialokasikan untuk
DAU. Penerimaan bersih dalam negeri di sini adalah penerimaan dalam negeri
setelah dikurangi dengan dana bagi hasil. Dau dialokasikan kepada setiap daerah
berdasarkan formulasi alokasi (by formula). Sesuai dengan formula tersebut setiap
daerah akan menerima Dau sesuai dengan kondisi kesenjangan keuangan, yang
akan dihitung dengan cara mengalikan rasio antara bobot daerah dengan jumlah
DAU. Perhitungan jumlah DAU untuk setiap daerah merupakan kewenangan
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan ditetapkan dalam peraturan presiden.
Halim (2016:127) juga mengungkapkan bahwa proporsi DAU untuk provinsi dan
untuk kabupaten/kota, masing — masing 10% dan 90% dan dapat berubah sesuai
dengan adanya pergeseran imbangan kewenangan antara provinsi dan
kabupaten/kota. Berikut rumus yang dugunakan untuk menghitung tingkat
ketergantungan daerah pada pusat (Intergovernmental Revenue) (Mahmudi,
2016:140).

Total Dana Alokasi Umum (DAU)
Total Pendapatan

Tingkat Ketergantungan Daerah =

2.1.5 Ukuran Daerah (Size)
Ukuran pemerintah daerah (size) untuk mengetahui besar kecilnya obyek
dari pemerintah daerah tersebut. Mengetahui ukuran pemerintah daerah salah

satunya dengan mengetahui total aset pemerintah daerah. Kerangka Konseptual
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dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Satandar Akuntansi
Pemerintahan mengungkapkan dalam paragraph 65 ayat (a) :

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.”

Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010 dalam paragraf - paragrafnya
manyatakan bahwa :

“66. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah
potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung
maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa
aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

67. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset
diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan
dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

68. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
piutang, dan persediaan.

69. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset
tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk
kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset
nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap,
dana cadangan, dan aset lainnya.

70. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan
maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam
jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang
meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen
antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam
proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi
permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi
permanen lainnya.

71. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam
pengerjaan.

72. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk
dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama
(kemitraan).”



22

Daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan
memberikan keuntungan berupa kemudahan dalam kegiatan operasional sehingga
pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan
maksimal. Menguji hubungan ukuran pemerintah daerah dengan kinerja keuangan
pemerintah daerah, maka peneliti menduga bahwa semakin besar ukuran
pemerintah daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan daerah dan juga

sebaliknya (Noviyanti dan Kiswanto, 2016:3).

2.1.6 Rasio Utang (Leverage)

Leverage merupakan rasio utang yang sangat penting bagi kreditor dan
calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian
kredit. Rasio-rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan
pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Mahmudi, 2016:111). Leverage
dapat diukur salah satunya dengan rasio utang terhadap ekuitas (total debt to

equity ratio). Rasio ini dihitung dengan rumus (Mahmudi, 2016:111) :

Debt

Debt to Equity = Equity

Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas
dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasi
seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Rasio yang tinggi
menunjukan bahwa pemerinth daerah memiliki kelebihan utang (over-leveraged),
dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Sehingga semakin besar
rasio ini menunjukan resiko pemberian utang semakin besar (Mahmudi,
2016:111).

2.1.7 Klaster Kemampuan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional

mendefinisikan;



23

Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah Kklasifikasi/klaster suatu
daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu
yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran
Tunjanga Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
pada setiap klaster.

Menurut Bab Il Pasal 2 Permendagri Nomor 21 Tahun 2007, Kemampuan
keuangan daerah terdiri atas 3 (kelompok), yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pasal
3 ayat 1 menyatakan penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah tersebut
dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama
dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNSD). Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah
dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Sedangkan belanja PNSD sebagaimana
dimaksud terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan
tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21). Data yang digunakan sebagai dasar
penghitungan kemampuan keuangan daerah adalah data Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun anggaran berjalan. Penghitungan
kemampuan keuangan daerah tersebut dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD). Pengelompokkan tersebut juga dibagi lagi yaitu untuk provinsi
dan untuk kabupaten/kota.

Pengelompokkan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten/kota
diatur sebagai berikut :

1. di atas Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan
pada kemampuan keuangan daerah tinggi, dalam penelian ini akan disebut
sebagai klaster A.

2. antara Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan
Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada
kemampuan keuangan daerah sedang atau dalam penelitian ini akan disebut
sebagai klaster B.

3. di bawah Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokkan pada
kemampuan keuangan daerah rendah, dalam penelitian ini akan disebut

sebagai klaster C.



2.2  Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
Nama Peneliti . Metode . .
No. (Tahun) Variabel Analisis Hasil Penelitian
Variabel dependen : Kinerja ukuran  (size)  pemerintah  daerah
Keuangan Pemerintah Daerah Reqresi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
1 Asmaul Aziz Li?lier daerah di Jawa Timur.
' (2016) Variabel Independen : Intergovermental revenue juga terbukti
Berganda M
Intergovermental revenue, Ukuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan
Daerah, dan Belanja Daerah pemerintah daerah.
Variabel dependen : Kinerja Ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap
Keuangan Pemerintah Daerah kinerja keuangan pemerintah daerah.
Novivanti dan Regresi Tingkat ketergantungan pada pusat, belanja
Y Variabel Independen : Fungsi Linier daerah  berpengaruh  positif  terhadap
2. Kiswanto . .
(2016) Pengawasan DPRD, Tingkat Berganda kinerja keuangan daerah.
kekayaan, Intergovermental Ukuran legislatif berpengaruh negatif
revenue, Ukuran Daerah, dan terhadap kinerja keuangan pemerintah
Belanja Daerah daerah.
Variabel dependen : Kinerja Population dan Leverage berpengaruh
Habib Candra | Keuangan Pemerintah Daerah Regresi P . 9 peng
S terhadap kinerja keuangan daerah.
3. Darmanto Linier Empl t dan Size tidak b h
(2012) Variabel Independen : Populations, Berganda tmhp c(j)ymﬁ_n _ank 1z€ U 3 ehrpengaru
Employment, Size dan Leverage. erhadap Kinerja keuangan daeran.




Tabel 2.2

(Lanjutan)
Nama Peneliti . Metode . .
No. (Tahun) Variabel Analisis Hasil Penelitian
Size (ukuran) pemerintah daerah memiliki
Variabel dependen : Kinerja pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah keuangan.
Gita Maivora Regresi Ukuran legislatif pemerintah daerah tidak
4., (2015/ Variabel Independen : Fungsi Linier memiliki ~ pengaruh  yang signifikan
Pengawasan DPRD, Berganda terhadap kinerja keuangan
Intergovermental revenue, dan Intergovermental Revenue pemerintah
Ukuran Daerah. daerah memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja keuangan.
Hafidh Susila Variabel dependen : Kinerja Eoegirset?:(
Keuangan Pemerintah Daerah 9 Ukuran daerah dan tingkat ketergantungan
Sudarsana dan Ordinal atau . o
o dengan pusat tidak berpengaruh signifikan
> Shiddiq Nur Variabel Independen : Tingkat PLUM terhadap kinerja pemerintah  daerah
Rahardjo (2013) kekayaan Intergoverr.nental (Polytomous kabupaten/kota di Indonesia
revenue (1jan Ukuran Daerah Universal .
’ ' Model)
Variabel dependen : Kinerja Reqresi
Suryaningsih | Keuangan Pemerintah Daerah Li?]ier Tingkat ketergantungan pada pusat dan
6. dan Sisdyani Berganda opini audit berpengaruh pada kinerja
(2016) Variabel Independen : Opini Audit, pemerintah daerah
dan Intergovermental revenue.




Tabel 2.2

(Lanjutan)
Nama Peneliti . Metode . .
No. (Tahun) Variabel Analisis Hasil Penelitian
Variabel dependen : Kinerja
. Dul '\(/'2‘334?‘9”&5 Keuangan Pemerintah Daerah Regresi ukuran daerah (size) berpengaruh negatif
: Variabel Independen : Tingkat B(!:Trln;?]:ja Zg,;er:g‘rl]kan terhadap kinerja pemerintah
kekayaan, Ukuran Daerah, dan g '
Belanja Daerah
. Wiar Ukuran pemerintah daerah dan opini audit
Variabel dependen : Kinerja e e g
. Keuangan Pemerintah Daerah Regresi B_PK_berpengaruh positif signifikan _pada
o Masdiantini dan Linier Kinerja keuangan pemerintah
" | Erawati (2016) | Variabel Independen : Opini Audit, Berganda :(r?tt::pzt/eenr/rl](;?nfgl'e’all' revenue tidak
Intergovermental revenue dan g evenu
Ukuran Daerah. berpengaruh pada Kkinerja 'keuangan
pemerintah kabupaten/kota se-Bali.
Variabel dependen : Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Leverage, Ukuran legislatif,
Mirna Regresi Intergovernmental revenue, dan Pendapatan
9. | Sesotyaningtyas | Variabel Independen : Leverage, Linier pajak daerah tidak berpengaruh terhadap
(2012) Ukuran Legislatif, Berganda kinerja keuangan pemerintah  daerah
Intergovermental revenue, dan Kabupaten/kota di Jawa.
pendapatan pajak daerah.




Tabel 2.2

(Lanjutan)
No. Na?rzﬁsgsaliti Variabel X/Ine;:)i(sjii Hasil Penelitian
Variabel  dependen Kineria tingkat ketergantungan pada pemerintah
Keuanaan Pengerintah Daerah ] pusat, jumlah belanja daerah, ukuran
Marfiana & g legislatif, dan temuan audit berpengaruh
o . ) Regresi signifikan terhadap kinerja keuangan
10. Kurniasih Variabel Independen : Ukuran Linier pemerintah daerah di Pulau Jawa.
Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah , .
(2013) Intergovermental Revenue, Belanja Berganda Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah,

Daerah., Ukuran Legislatif,
Temuan Audit, dan Opini Audit.

dan opini audit tidak
signifikan terhadap kinerja
pemerintah daerah di Pulau Jawa.

berpengaruh
keuangan
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2.3 Kerangka Pemikiran
Berikut kerangka pemikiran penelitian ini terlihat dalam Gambar 2.1:

I[ Intergovermenal Revenue Kinerja Keuangan

i _ Pemerintah Daerah
I[ Size
1
1
: Leveraae
1
1 N
: Klaster Kemampuan
[ Keuangan Daerah
1 J
J
Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :
——> : Pengaruh variabel secara parsial.
- — = > :Pengaruh variabel secara simultan.

2.4 Hipotesis Penelitian

H; : Opini Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H, : Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah.

Hs; : Intergovermental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah.

H, : Size berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hs : Leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hes : Klaster kemampuan keuangan daerah berpengaruh terhadap Kkinerja

keuangan pemerintah daerah.
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H; : Opini Audit, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue, Size,
Leverage, dan Klaster kemampuan keuangan daerah secara simultan

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



